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PENETAPAN
Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Kjn
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dukuh Rembun Kidul, RT 001 RW 005 Desa Tengeng Kulon,
Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Gojek, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di No. 296 Depan
Balaidesa, RT 013 RW 004 Desa Kalimojosari, Kecamatan

Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18
Mei 2021 vyang telah didaftar dalam register perkara nomor:
722/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tanggal 17 Mei 2021,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;
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Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang
tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat

dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai dengan Tergugat dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa proses persidangan belum sampai pada tahap
jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka
berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama pencabutan gugatan tidak
diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka permohonan pencabutan perkara nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang
diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Kjn
telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim
perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang
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Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Ry;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
722/Pdt.G/2021/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4
Zulgaidah 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Ketua
Majelis, dan Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. serta Ana Faizah, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. dibantu oleh H. M.
Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sapari, M.S.1.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. Ana Faizah, S.H.
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Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp  75.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 300.000,00-
Biaya PNBP Pemanggilan . Rp  20.000,00-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp  10.000,00,-
Jumlah : Rp 445.000,00-
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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